
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 1997

TENTANG

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan,

pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan

Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka

pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam

Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk

penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan

Pajak;

b. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang

berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum

dan ketertiban administrasi keuangan Negara;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan

keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan

wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu

melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan

Pajak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, hurut b, dan

huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara

Bukan pajak;

Mengingat :…
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)

sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968

Nomor 53).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan

Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;

2. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di

atas, dipermukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara;

3. Badan…
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3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa-pun,

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap

berupa cabang, perwakilan, atau agen dari perusahaan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk

badan usaha lainnya;

4. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga

Non-Departemen;

5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk

melakukan kewajiban membayar menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam

suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

JENIS DAN TARIF

Pasal 2

(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;

b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang

dipisahkan;

d. penerimaan...
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d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

Pemerintah;

e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal

dari pengenaan denda administrasi;

f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;

g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

(2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan

dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam

kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan

memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan

kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah

sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada

masyarakat.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau

Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang bersangkutan.

BAB III…
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BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Nagara Bukan Pajak wajib disetor langsung

secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

(1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan

atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

(2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih

dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7…


